
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem yang dianut pada masyarakat adat Nunang yaitu sistem patrilinial. 

Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Nunang, 

masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta 

warisanya adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah, 

namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk 

dikelola secara terus menerus. Sedangkan perempuan tidak mempunyai 

hak untuk mendapatkan warisan karena perempuan di kategorikan sebagai 

ata pe’ang (orang luar) sebab setelah menikah, perempuan akan keluar 

dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti marga 

suaminya.  Seiring perkembangan zaman, pada saat ini di masyarakat adat 

Nunang, ada perempuan yang mendapatkan warisan, dengan kategori 

sebagai berikut:  

a. Keluarga Kope nggabang (Anak perempuan yang sudah menikah 

tetapi tidak menetap dikampung suaminya  karena suaminya tidak 

mampu membayar belis). 

b. Tidak mempunyai anak laki-laki dalam keluarga. 



Oleh karena itu, ada kecendrungan pergeseran sistem kekerabatan dari 

sistem patrilineal ke sistem parental 

2. Dengan perkembangan zaman, pada saat ini kepastian hak perempuan 

untuk mendapatkan warisan di masyarakat adat Nunang telah mendapat 

pengakuan secara diam-diam oleh tua golo dan masyarakat karena harta 

warisan yang di terima oleh Sisilia tija dan Bernadeta Muen sudah di 

wariskan kembali kepada anak-anaknya, bahkan ada warisan yang sudah 

dijual dan tidak ada yang menegur baik oleh keluarga besar maupun oleh 

tu’a golo. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kedudkan hukum  perempuan dalam sistem pewarisan di masyarakat adat 

Nunang seiring dengan perkembagna zaman, harus setara dengan 

kedudukan hukum laki-laki. Oleh karena itu, perempuan juga harus 

mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. 

2. Kepastian hak perempuan dalam sistem pewarisan di masyarakat adat 

nunang harus diakui secara adat, bahwa perempuan juga mempunyai hak 

terkuat dan terpenuh untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu, 

perempuan juga harus mempunyai kewajuban yang sama dengan laki-

laki, baik didalam keluarga maupun kewajiban adat yang harus 

dijalankan. 
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